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ABSTRAK 
 

Endang Suwanti, 201210115017, Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak 
Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1314 K/Pid.Sus/2013)xi, 98 halaman, 2016. 
 
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
 

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan dalam bentuk 
perbudakan secara modern. Perempuan dan anak merupakan objek yang paling 
rentan menjadi korban. Modus yang digunakan dalam tindak pidana perdagangan 
orang pun semakin beragam seperti dengan cara perekrutan tenaga kerja.  

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 48 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (PTPPO) mengenai pemberian Restitusi yang merupakan hak 
korban. Dan untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana yang harus diterima bagi 
pelaku yang terlibat dalam pemalsuan dokumen korban tindak pidana 
perdagangan orang. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode 
penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan 
dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum, 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan terhadap Pasal 48 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (PTPPO) mengenai pemberian Restitusi belum sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
Faktanya Majelis  Hakim tidak mencantumkan Restitusi dalam amar putusan 
tersebut. Hal tersebut terlihat bahwa hakim hanya berfokus pada terdakwa dengan 
menjatuhkan sanksi pidana dan denda saja. Sehingga korban tidak mendapatkan 
hak-haknya. 

Perlindungan Hukum dalam bentuk Restitusi diajukan ke LPSK berdasarkan 
Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sebelum Jaksa membacakan surat tuntutan, 
Restitusi dituntut untuk dimasukan dalam surat tuntutan agar menjadi 
pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan tersebut. Penjatuhan sanksi 
terhadap pelaku yang terlibat dalam pemalsuan dokumen korban perdagangan 
orang sudah diatur pula dalam UU No 21 Tahun 2007 TPPO. Oleh karena itu 
perlu adanya revisi terhadap Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang agar tidak terjadi 
multitafsir terhadap Pasal tersebut. 

 
                           Pembimbing:  

Bahria Prentha, SH, MH. 

Hesti Widyaningrum, SH, MH. 
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